BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

Menimbang :

Mengingat :

KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan
perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5594);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 75);
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Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ciacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

asw

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Dinas adalah Dinas Perhubungan KabupatenCilacap

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
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20.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di
atas rel.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus ) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, atau yang beratnya lebih
dari 3.500 (tiga ribu lima ratus ) kilogram.

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian
atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang
seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
Kendaraan Bermotor penariknya.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.



21.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan
pengujian kendaraan bermotor.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji baru;

pengujian berkala kendaraan bermotor;

numpang uji masuk kendaraan bermotor;

penggantian kehilangan kartu uji kendaraan bermotor.

oo

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

5. Di antara BAB IX dan BAB X, ditambahkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IXA
dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

BAB IXA
MASA RETRIBUSI
Pasal 15A

Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku untuk 1
(satu) kali pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Apabila dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kendaraan
dimaksud tidak lulus uji maka diberi kesempatan pengujian ulang untuk
1 (satu) kali uji.

Pengujian ulang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pembayaran
retribusi.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, wajib retribusi tidak
melakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
dikenakan biaya retribusi baru.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2%(dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



(2) Dalam hal Wajib Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak
melaksanakan uji kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan yang
ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua per
seratus) per bulan dari besaran retribusi.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH ( 11/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN CILACAP
I. UMUM

Bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap
telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, yang
disusun dengan mendasari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di

Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 161



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
CILACAP.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP

1. Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pendaftaran
kendaraan bermotor wajib uji baru adalah sebesar sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Rp. 100.000,-
b. Mobil Bus/Mobil Barang Rp. 130.000,-
c. Mobil Barang Lebih dari 2 (dua) Sumbu Rp. 140.000,-

Kereta Gandengan/Kereta tempelan Rp. 150.000,-

2. Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi pengujian
berkala kendaraan bermotor, numpang uji masuk kendaraan bermotor, dan
penggantian kartu uji kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Rp. 80.000,-
b. Mobil Bus/Mobil Barang Rp. 90.000,-
c. Mobil Barang Lebih dari 2 (dua) Sumbu Rp. 100.000,-

Kereta Gandengan/Kereta tempelan Rp. 110.000,-

e. Penggantian kehilangan kartu uji kendaraan Rp. 250.000,-

BUPATI CILACAP,
ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 11



